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KONSUMEN DAN KLAUSUL EKSONERASI DALAM PERJANJIAN 




Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui profil klausula eksonerasi dalam 
perjanjian baku PDAM Kota Madiun yaitu dalam Formulir Permohonan 
Langganan Baru. Penelitian ini menjelaskan perjanjian baku dan klausula 
eksonerasi yang terdapat dalam Formulir Permohonan Langganan Baru dengan 
metode, kemudian menetapkan Formulir Permohonan Langganan Baru sebagai 
bentuk perjanjian jual beli berdasarkan karakteristiknya, menguraikan hak dan 
kewajiaban para pihak dalam perjanjian tersebut yang didasarkan pada Kitab 
Undang Undang Hukum Perdata, selanjutnya menganalisis klausula yang terdapat 
dalam Formulir Permohonan Langganan Baru adalah klausula eksenorasi atau 
bukan. Klausula yang digunakan bertujuan untuk mengalihkan tanggung jawab 
pelaku usaha dan hal tersebut merugikan konsumen. Apabila didasarkan pada 
ketentuan yang ada yakni UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 
Konsumen, pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula yang menyatakan 
mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha. Dengan demikian, dalam penelitian 
ini penulis menuliskan sebuah rumusan masalah yaitu mengenai bagaimana profil 
klausula eksonerasi yang terdapat dalam Formulir Permohonan Langganan Baru 
PDAM Kota Madiun. 
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Abstract  
This study aims to determine the profile of the exoneration clause in the Madiun 
City PDAM standard agreement, namely in the New Subscription Application 
Form. This research explains the standard agreement and exoneration clauses 
contained in the New Subscription Application Form by method, then sets the 
New Subscription Application Form as a form of sale and purchase agreement 
based on its characteristics, outlining the rights and responsibilities of the parties 
in the agreement based on the Civil Code, then analyze the clause contained in the 
New Subscription Application Form is the exoneration clause or not. The clause 
used aims to shift the responsibility of business actors and this is detrimental to 
consumers. If it is based on existing provisions, namely Law no. 8 of 1999 
concerning Consumer Protection, business actors are prohibited from including a 
clause stating that they transfer the responsibility of the business actor. Thus, in 
this study the authors write a problem formulation, namely how the profile of the 
exoneration clause contained in the Application Form for PDAM Madiun City 
New Subscription. 
 




Air adalah kebutuhan dasar yang tidak bisa dilepaskan dari makhluk hidup 
termasuk manusia. Air adalah bagian dari sumber daya air yang merupakan cabang 
produksi penting dan menguasai hajat hidup orang banyak, maka penggunaan air 
diatur dan dikuasi oleh negara karena dipergunakan bagi sebesar-besar 
kemakmuran rakyat. Seiring perkembangan jaman disertai dengan adanya 
pembangunan yang semakin pesat, permohonan untuk berlangganan sumber daya 
air dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) oleh konsumen di Kota Madiun 
semakin meningkat. Berdasarkan hal tersebut maka terjadilah kesepakatan antara 
konsumen dengan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dalam hal permohonan 
langganan baru melalui sebuah perjanjian baku.  
 Perjanjian baku merupakan perjanjian yang isinya dibakukan (ditentukan 
standarnya, sehingga memiliki arti yang tetap, yang dapat menjadi pegangan 
umum) dan dituangkan dalam bentuk formulir (Wardiono, 2014). Di dalam dunia 
bisnis keberadaan perjanjian baku merupakan sebuah kenyataan yang tidak dapat 
dihindari dan merupakan hal yang sangat mendasar demi terciptanya efisiensi kerja 
para pelaku usaha, dalam konteks perkembangan transaksi bisnis yang makin cepat 
dan modern seperti pada saat seperti ini. Oleh karena adanya perjanjian baku 
tersebut, kedudukan antara pelaku usaha dengan konsumen tidaklah seimbang 
dimana konsumen berada pada posisi yang lebih lemah (Agus, 2018). 
 Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah profil 
klausula eksonerasi dalam berlangganan air di PDAM Kota Madiun? Tujuan yang 
hendak dicapai dalam penelitian ini, yaitu untuk mendeskripsikan bagaimana profil 
klausula eksonerasi dalam berlangganan air di PDAM Kota Madiun. Manfaat 
penelitian ini secara teoritis adalah memberikan manfaat terhadap penulis serta 
pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, 
khususnya bagi hukum perlindungan konsumen. Serta dapat memberikan analisis 







Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode 
pendekatan yuridis normatif. Jenis penelitian, penulis menggunakan penelitian 
deskriptif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder 
yang bersumber dari Formulir Permohonan Langganan Baru PDAM Kota Madiun. 
Metode pengumpulan data penulis menggunakan studi kepustakaan yaitu dengan 
cara mencari dan mempelajari Formulir Permohonan Langganan Baru dari PDAM 
Kota Madiun yang kemudian dianalisis secara kualitatif dan menggunakan metode 
analisis data secara deduktif.  
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Berdasarkan hasil penelitian mengenai klausul eksonerasi yang terdapat dalam 
Formulir Permohonan Langganan Baru maka data penelitian yang digunakan akan 
dibahas berdasarkan pendapat ahli hukum yaitu R.J.H. Engels yaitu: 
3.1 Bentuk dimana tanggung jawab untuk akibat-akibat hukum, karena 
tidak atau kurang baik memenuhi kewajiban-kewajiban, dikurangi atau 
dihapuskan (misalnya ganti kerugian dalam hal ingkar kewajiban atau 
wanprestasi). 
Kitab Undang Undang Hukum Perdata dalam Pasal 1243 menyatakan bahwa 
“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan 
mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetapi lalai untuk 
memenuhi perikatan itu atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya 
hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu 
yang telah ditentukan.” 
Sedangkan M. Yahya Harahap menyebutkan bahwa Wanprestasi adalah 
pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak 
menurut selayaknya (debitur dalam keadaan wanprestasi), apabila ia dalam 
melaksanakan prestasi telah lalai (terlambat) dari jadwal waktu yang ditentukan 
dalam melaksanakan sesuatu prestasi (Fauziah, 1995). 
Sedangkan dalam Formulir Permohonan Langganan Baru PDAM Kota 
Madiun terdapat beberapa angka yang berkaitan yaitu : 
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Angka 2 yang menyatakan bahwa “Setuju dan tidak menggugat bila pipa 
saluran Distribusi dan pipa Dinas yang dipasang dan yang dibiayai oleh pemohon 
setelah dipasang menjadi hak miik PDAM Kota Madiun dan PDAM Kota Madiun 
berhak memperluas maupun menghubungkan pemasangan baru pada saluran.”  
Perbandingan antara norma dan isi perjanjian tersebut adalah bahwasannya 
dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa ganti kerugian 
maupun penggantian biaya harus dilajukan oleh debitur (konsumen) apabila 
konsumen lalai atau tidak memenuhi kewajiban sesuai dengen isi perjanjian. 
Sedangkan dalam angka 2 Formulir Permohonan Langganan Baru PDAM Kota 
Madiun tidak dijelaskan terkait adanya wanprestasi atau ganti rugi tetapi terdapat 
klausul yang termasuk dalam perjanjian baku. Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf 
a Undang Undang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwasanya pelaku usaha 
dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen 
dan/atau perjanjian apabila menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. 
Tetapi dalam angka 2 Formulir Permohonan Langganan Baru PDAM Kota 
Madiun tersebut terdapat pengalihan tanggung jawab dari PDAM Kota Madiun 
kepada konsumen. 
Untuk itu dapat dikatakan bahwa klausul eksonerasi yang terdapat dalam 
angka 2 Formulir Permohonan Langganan Baru PDAM Kota Madiun dengan 
norma yang ada adalah belum sesuai. Klausul eksonerasi pada angka 2 Formulir 
Permohonan Langganan Baru PDAM Kota Madiun bukan termasuk dalam 
wanprestasi dan belum sesuai dengan ketentuan mengenai pencantuman klausula 
eksonerasi pada perjanjian baku sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) 
Undang Undang Perlindugan Konsumen. 
Dalam angka 3 Formulir Permohonan Langganan Baru menyatakan bahwa 
“Jika kemudian hari terjadi perbahan jaringan pipa dalam persil yang tidak sesuai 
dengan gambar yang telah diizinkan maka instalasi pipa air minum dapat dicabut 
tanpa ganti rugi dalam bentuk apapun.” 
Perbandingan antara norma dan isi perjanjian tersebut adalah bahwasannya 
dalam Pasal 1243 Kitab Undang Undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa pada 
dasarnya penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu 
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perikatan mulai diwajibkan bila debitur dinyatakan lalai dalam memenuhi 
perikatan dan melampaui batas waktu yang telah ditentukan. Prof Subekti 
berpendapat bahwa wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seeorang debitur salah 
satunya dapat berupa melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana 
dijanjikan. Sedangkan dalam angka 3 Formulir Permohonan Langganan Baru 
PDAM Kota Madiun tidak terdapat unsur wanprestasi yang dilakukan oleh debitur 
(konsumen). Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang Undang Perlindungan 
Konsumen juga disebutkan bahwa pelaku usaha dilarang membuat atau 
mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila 
menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. Sedangkan dalam angka 3 
Formulir Permohonan Langganan Baru PDAM Kota Madiun terdapat pengalihan 
tanggung jawab dari PDAM Kota Madiun kepada konsumen. 
Maka klausul eksonerasi yang terdapat dalam angka 3 Formulir 
Permohonan Langganan Baru PDAM Kota Madiun dengan norma yang ada 
adalah belum sesuai. Klausul eksonerasi pada angka 3 Formulir Permohonan 
Langganan Baru PDAM Kota Madiun bukan termasuk dalam wanprestasi dan 
belum sesuai dengan ketentuan mengenai pencantuman klausula eksonerasi pada 
perjanjian baku sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang Undang 
Perlindungan Konsumen. 
Sedangkan dalam Angka 1 Formulir Permohonan Langganan Baru 
menyatakan bahwa “Jika kemudian hari timbul sengketa mengenai Hak Milik 
Tanah ataupun Bangunan hingga mengakibatkan pipa-pipa air dibongkar, maka 
hal ini diluar tanggung jawab PDAM Kota Madiun dan pemohon tidak dapat 
menuntut kerugian apapun.”  
Perbandingan antara norma dan isi perjanjian tersebut adalah bahwasannya 
dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa pada dasarnya 
wanprestasi adalah suatu kondisi ketika salah satu pihak (debitur) tidak 
melakukan apa yang telah dijanjikannya yaitu apabila debitur alpa, lalai, ingkar 
janji atau melanggar suatu perjanjian. Sedangkan dalam angka 1 Formulir 
Permohonan Langganan Baru PDAM Kota Madiun tidak dijelaskan terkait adanya 
wanprestasi atau ganti rugi tetapi terdapat klausul yang termasuk dalam perjanjian 
6 
baku. Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang Undang Perlindungan 
Konsumen disebutkan bahwa pelaku usaha dilarang membuat atau mencantumkan 
klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila menyatakan 
pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. Tetapi dalam angka 1 Formulir 
Permohonan Langganan Baru PDAM Kota Madiun tersebut terdapat pengalihan 
tanggung jawab dari PDAM Kota Madiun kepada konsumen.  
Maka klausul eksonerasi yang terdapat dalam angka 1 Formulir 
Permohonan Langganan Baru PDAM Kota Madiun dengan nora yang ada adalah 
belum sesuai. Klausul eksonerasi pada angka 1 Formulir Permohonan Langganan 
Baru PDAM Kota Madiun bukan termasuk dalam wanprestasi dan belum sesuai 
dengan ketentuan mengenai pencantumkan klausula eksonerasi pada perjanjian 
baku sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang Undang Perlindungan 
Konsumen. 
3.2 Bentuk dimana kewajiban-kewajiban sendiri, yang biasanya dibebankan 
pada pihak untuk mana syarat dibuat, dibatasi atau dihapuskan 
(misalnya perluasan pengertian keadaan darurat). 
Pada dasarnya berdasarkan pasal 1474 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, 
pelaku usaha memiliki 2 kewajiban utama yaitu: Kewajiban pelaku usaha untuk 
menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli (konsumen) dan Kewajiban 
pelaku usaha pertanggungan atau jaminan (vrijwaring), bahwa barang yang dijual 
tidak mempunyai sangkutan apapun baik yang berupa tuntutan maupun 
pembedaan. Pelaku usaha juga memiliki hak yaitu menerima atau mendapatkan 
bayaran dari pembeli sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. 
Sedangkan berdasarkan pasal 1513 Kitab Undang Undang Hukum 
Perdata, kewajiban utama pihak pembeli adalah membayar harga pembelian pada 
waktu dan di tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian. Selain itu 
terdapat 3 kewajiban pokok pembeli, yaitu: Memeriksa barang-barang yang 
dikirim oleh penjual, Membayar harga barang sesuai dengan kontrak, dan 
Menerima penyerahan barang seperti disebut dalam kontrak (Salim, 2011). 
Kemudian yang menjadi hak dari pembeli adalah menerima barang yang 
telah dibelinya, baik secara yuridis maupun secara nyata (Salim, 2001). 
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Sedangkan dalam Formulir Permohonan Langganan Baru PDAM Kota Madiun 
terdapat beberapa angka yang berkaitan yaitu:  Angka 5 “Pipa disediakan 
sepanjang 4 (empat) meter, dari Pipa distribusi ke Instalasi meter air.” 
Perbandingan antara norma dan isi perjanjian adalah bahwasannya dalam 
Pasal 1474 Kitab Undang Undang Hukum Perdata telah disebutkan bahwa salah 
satu kewajiban pelaku usaha adalah menyerahkan barang yang dijual kepada 
pembeli (konsumen). Kewajiban tersebut timbul karena adanya hubungan hukum 
antara para pihak yang sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian baku. 
Sedangkan dalam angka 5 Formulir Permohonan Langganan Baru PDAM Kota 
Madiun dijelaskan terkait adanya bentuk kewajiban dan tanggung jawab PDAM 
Kota Madiun. 
Untuk itu dapat dikatakan bahwa klausul eksonerasi yang terdapat dalam 
angka 5 Formulir Permohonan Langganan Baru PDAM Kota Madiun dengan 
norma yang ada adalah sudah sesuai. Dalam angka 6 Formulir Permohonan 
Langganan Baru disebutkan bahwa “Kran air disediakan 1 (satu) titik dan 
dipasang didekat meter air.” Perbandingan antara norma dengan isi perjanjian 
adalah bahwasannya dalam Pasal 1474 Kitab Undang Undang Hukum Perdata 
disebutkan bahwa salah satu kewajiban pelaku usaha adalah menyerahkan barang 
yang dijual kepada pembeli (konsumen). Sedangkan dalam angka 6 Formulir 
Permohonan Langganan Baru PDAM Kota Madiun dijelaskan terkait adanya 
bentuk kewajiban yang dimiliki oleh PDAM Kota Madiun. 
Untuk itu maka dapat dikatakan bahwa klausul eksonerasi yang terdapat 
dalam angka 6 Formulir Permohonan Langganan Baru PDAM Kota Madiun 
dengan norma yang ada adalah sudah sesuai. Sedangkan pada angka 2 Formulir 
Permohonan Langganan Baru disebutkan bahwa “Setuju dan tidak menggugat bila 
pipa saluran Distribusi dan pipa Dinas yang dipasang dan dibiayai pemohon 
setelah dipasang menjadi hak milik PDAM Kota Madiun dan PDAM Kota 
Madiun berhak memperluas maupun menghubungkan pemasangan baru pada 
saluran air tersebut.” 
Perbandingan antara norma dengan isi perjanjian adalah bahwasannya 
dalam Pasal 1513 Kitab Undang Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa 
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kewajiban pihak utama pembeli (konsumen) adalah membayar harga pembelian 
pada waktu dan tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian. Selain itu 
terdapat 3 kewajiban pokok pembeli yaitu memeriksa barang yang dikirim oleh 
penjual, membayar harga barang sesuai dengan kontrak dan menerima penyerahan 
barang. Sedangkan dalam angka 2 Formulir Permohonan Langganan Baru PDAM 
Kota Madiun dijelaskan terkait kewajiban pembeli (konsumen) namun tidak ada 
kewajiban untuk menyetujui dan tidak menggugat. Untuk itu maka dapat 
dikatakan bahwa klausul eksonerasi yang terdapat dalam angka 2 Formulir 
Permohonan Langganan Baru PDAM Kota Madiun dengan norma yang ada 
adalah belum sesuai. Dalam angka 7 Formulir Permohonan Langganan Baru 
disebutkan bahwa “Pelanggan Non Aktif (yang pernah berlangganan dan tutup 
tetap) permohonan langganan baru dibatalkan dan diharuskan melunasi tunggakan 
yang ada dan dikenakan biaya buka kembali” 
Perbandingan antara norma dengan isi perjanjian adalah bahwasannya 
dalam Pasal 1513 Kitab Undang Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa 
kewajiban pihak utama pembeli (konsumen) adalah membayar harga pembelian 
pada waktu dan tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian. Selain itu 
terdapat 3 kewajiban pokok pembeli yaitu memeriksa barang yang dikirim oleh 
penjual, membayar harga barang sesuai dengan kontrak dan menerima penyerahan 
barang. Sedangkan dalam angka 7 Formulir Permohonan Langganan Baru PDAM 
Kota Madiun dijelaskan terkait kewajiban yang dimiliki oleh pembeli 
(konsumen). 
Untuk itu dapat dikatakan bahwa klausul eksonerasi yang terdapat dalam 
angka 7 Formulir Permohonan Langganan Baru PDAM Kota Madiun dengan 
norma yang ada adalah sudah sesuai. Sedangkan dalam angka 9 Formulir 
Permohonan Langganan Baru disebutkan bahwa “Pelanggan yang mengajukan 
tutup permintaan harus melunasi kewajibannya.” 
Perbandingan antara norma dengan isi perjanjian adalah bahwasannya 
Dalam Pasal Dalam Pasal 1513 Kitab Undang Undang Hukum Perdata disebutkan 
bahwa kewajiban pihak utama pembeli (konsumen) adalah membayar harga 
pembelian pada waktu dan tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian. 
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Selain itu terdapat 3 kewajiban pokok pembeli yaitu memeriksa barang yang 
dikirim oleh penjual, membayar harga barang sesuai dengan kontrak dan 
menerima penyerahan barang. Sedangkan dalam angka 9 Formulir Permohonan 
Langganan Baru PDAM Kota Madiun dijelaskan terkait dengan kewajiban yang 
dimiliki oleh pelanggan (konsumen). 
Untuk itu dapat dikatakan bahwa Klausul eksonerasi yang terdpaat dalam 
angka 9 Formulir Permohonan Langganan Baru PDAM Kota Madiun dengan 
norma yang ada adalah sudah sesuai. 
3.3 Bentuk dimana kewajiban-kewajiban dicipta, salah satu pihak 
dibebankan dengan kewajiban untuk memikul tanggung jawab pihak 
lain yang mungkin ada untuk kerugian yang diderita oleh pihak ketiga. 
Dalam pasal 4 huruf h Undang Undang Perlindungan Konsumen disebutkan 
bahwa Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, 
dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai 
dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Kemudian dalam Pasal 5 
huruf C Undang Undang Perlindungan Konsumen juga disebutkan bahwa 
konsumen memiliki kewajiban untuk membayar sesuai dengan nilai tukar yang 
telah disepakati. 
Sedangkan dalam pasal 7 huruf g Undang Undang Perlindungan 
Konsumen disebutkan bahwa Pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memberi 
kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang 
diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.  
Berdasarkan pasal 18 ayat (1) huruf a Undang Undang Perlindungan 
Konsumen dijelaskan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau 
jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan 
klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila menyatakan 
pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. Sedangkan dalam Formulir 
Permohonan Langganan Baru PDAM Kota Madiun terdapat beberapa angka yang 
berkaitan yaitu: 
Dalam angka 2 Formulir Permohonan Langganan Baru menyebutkan 
bahwa “Setuju dan tidak menggugat bila pipa saluran Distribusi dan pipa Dinas 
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yang dipasang dan yang dibiayai oleh pemohon setelah dipasang menjadi hak 
miik PDAM Kota Madiun dan PDAM Kota Madiun berhak memperluas maupun 
menghubungkan pemasangan baru pada saluran.” 
 Perbandingan antara norma dan isi perjanjian adalah bahwasannya  
pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian baku telah diatur dalam Pasal 
18 ayat (1) Undang Undang Perlindungan Konsumen. Salah satu bentuk 
pecantuman klausula ekosnerasi yang dilarang dalam perjanjian baku adalah 
apabila dalam dokumen dan/atau perjanjian tersebut menyatakan pengalihan 
tanggung jawab pelaku usaha. Pencantuman Klausula eksonerasi dalam perjanjian 
baku disebabkan karena tanggung jawab dan kedudukan diantara kedua belah 
pihak tidak seimbang. Dalam angka 2 Formulir Permohonan Langganan Baru 
PDAM Kota Madiun terdapat klausula eksonerasi yang menyatakan pengalihan 
tanggung jawab pelaku usaha.   
Untuk itu dapat dikatakan bahwa Klausul yang terdapat dalam angka 2 
Formulir Permohonan Langganan Baru PDAM Kota Madiun dengan norma yang 
ada adalah telah sesuai dan mengandung klausul eksonerasi yang menyatakan 
pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. Sedangkan dalam angka 3 Formulir 
Permohonan Langganan Baru disebutkan bahwa “Jika kemudian hari terjadi 
perbahan jaringan pipa dalam persil yang tidak sesuai dengan gambar yang telah 
diizinkan maka instalasi pipa air minum dapat dicabut tanpa ganti rugi dalam 
bentuk apapun.”  
Perbandingan antara norma dan isi perjanjian adalah bahwasannya 
berdasarkan Pasal 7 huruf g Undang Undang Perlindungan Konsumen disebutkan 
bahwa pelaku usaha memiliki kewajiban untuk Memberi kompensasi, ganti rugi 
dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau 
dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Berdasarkan Pasal 4 huruf h Undang 
Undang Perlindungan Konsumen, pemohon (konsumen) juga memiliki Hak untuk 
mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang 
dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana 
mestinya. Selain itu dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a disebutkan bahwa pelaku 
usaha dilarang mencantumkan klausula eksonerasi dalam dokumen dan/atau 
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perjanjian yang menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. Sedangkan 
dalam angka 3 Formulir Permohonan Langganan Baru PDAM Kota Madiun 
disebutkan bahwa PDAM Kota Madiun tidak memberikan ganti rugi dalam 
bentuk apapun dan telah terjadi pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. 
Maka dapat dikatakan bahwa Klausul yang terdapat dalam angka 3 
Formulir Permohonan Langganan Baru PDAM Kota Madiun dengan norma yang 
ada adalah belum sesuai. Dalam angka 1 Formulir Permohonan Langganan Baru 
disebutkan bahwa “Jika kemudian hari timbul sengketa mengenai Hak Milik 
Tanah ataupun Bangunan hingga mengakibatkan pipa-pipa air dibongkar, maka 
hal ini diluar tanggung jawab PDAM Kota Madiun dan pemohon tidak dapat 
menuntut kerugian apapun.” 
Perbandingan antara norma dan isi perjanjian adalah bahwasannya 
berdasarkan Pasal 4 huruf h Undang Undang Perlindungan Konsumen, disebutkan 
bahwa pemohon (konsumen) memiliki hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti 
rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai 
dengan perjanjan atau tidak sebagaimana mestinya. Pasal 18 ayat (1) huruf a 
Undang Undang Perlindungan Konsumen juga mengatur tentang larangan 
pencantuman klausula eksonerasi dalam dokumen dan/atau perjanjian apabila 
menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. Sedangkan dalam angka 1 
Formulir Permohonan Langganan Baru PDAM Kota Madiun disebutkan 
mengenai tidak adanya pemberian ganti rugi dan pelepasan tanggung jawab 
pelaku usaha. 
Untuk itu maka Klausul yang terdapat dalam angka 1 Formulir 
Permohonan Langganan Baru PDAM Kota Madiun dengan norma yang ada 
adalah belum sesuai. Sedangkan dalam angka 5 Formulir Permohonan Langganan 
Baru disebutkan bahwa “Pipa disediakan sepanjang 4 (empat) meter, dari Pipa 
distribusi ke Instalasi meter air.” 
Perbandingan antara norma dan isi perjanjian adalah bahwasannya dalam 
angka 5 Formulir Permohonan Langganan Baru PDAM Kota Madiun terdapat 
kewajiban yang harus dilakukan oleh PDAM Kota Madiun selaku pelaku usaha 
dan pemohon (konsumen) berhak atas barang sesuai nilai tukar yang telah 
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dibayarkan dan kondisi yang dijanjikan. Untuk itu maka Klausul yang terdapat 
dalam angka 5 Formulir Permohonan Langganan Baru PDAM Kota Madiun 
dengan norma yang ada adalah sudah sesuai. 
Dalam angka 6 Formulir Permohonan Langganan Baru disebutkan bahwa 
“Kran air disediakan 1 (satu) titik dan dipasang didekat meter air”. Perbandingan 
antara norma dan isi perjanjian adalah bahwasannya dalam angka 6 Formulir 
Permohonan Langganan Baru PDAM Kota Madiun terdapat kewajiban yang harus 
dilakukan oleh PDAM Kota Madiun selaku pelaku usaha dan pemohon 
(konsumen) berhak atas barang sesuai nilai tukar yang telah dibayarkan dan 
kondisi yang dijanjikan. Untuk itu maka Klausul yang terdapat dalam angka 6 
Formulir Permohonan Langganan Baru PDAM Kota Madiun dengan norma yang 
ada adalah sudah sesuai. 
Sedangkan dalam angka 7 Formulir Permohonan Langganan Baru 
disebutkan bahwa “Pelanggan Non Aktif (yang pernah berlangganan dan tutup 
tetap) permohonan langganan baru dibatalkan dan diharuskan melunasi tunggakan 
yang ada dan dikenakan biaya buka kembali”. Perbandingan antara norma dan isi 
perjanjian adalah bahwasannya berdasarkan Pasal 5 huruf c Undang Undang 
Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa Konsumen memiliki kewajiban untuk 
membayar sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati. Sedangkan dalam 
angka 7 Formulir Permohonan Langganan Baru PDAM Kota Madiun terdapat 
kewajiban pelanggan (konsumen) non akitf untuk menyelesaikan pembayaran 
apabila menginginkan berlangganan kembali. 
 Untuk itu dapat dikatakan bahwa klausul yang terdapat dalam angka 7 
Formulir Permohonan Langganan Baru PDAM Kota Madiun dengan norma 
yang ada adalah sudah sesuai. Sedangkan dalam angka 9 Formulir Permohonan 
Langganan Baru disebutkan bahwa “Pelanggan yang mengajukan tutup 
permintaan harus melunasi kewajibannya.” Perbandingan antara norma dan isi 
perjanjian adalah bahwasannya berdasarkan Pasal 5 huruf c Undang Undang 
Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa Konsumen memiliki kewajiban 
untuk membayar sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati. Sedangkan 
dalam angka 9 Formulir Permohonan Langganan Baru terdapat kewajiban 
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pelanggan (konsumen) untuk melakukan pembayaran. Untuk itu maka Klausul 
yang terdapat dalam angka 9 Formulir Permohonan Langganan Baru PDAM 
Kota Madiun dengan norma yang ada adalah sudah sesuai. 
Berdasarkan hasil penelitian mengenai klausul eksonerasi yang terdapat 
dalam Formulir Permohonan Langganan Baru maka data penelitian yang 
digunakan akan dibahas berdasarkan Hukum Islam yaitu: Berdasarkan 
ketentuan Syariah, akad yang dituangkan dalam bentuk baku tidak bertentangan 
sepanjang memenuhi beberapa syarat seperti Kebebasan berakad, Tidak 
melanggar unsur yang dilarang, yaitu gharar, masyir, riba, zalim  dan obyek 
haram, dan Tidak melanggar prinsip perjanjian Syariah, yaitu prinsip kebebasan 
berkontrak, konsensualisme, kejujuran, itikad baik, persamaan, keseimbangan, 
keadilan, dan amanah. 
Sedangkan berdasarkan hasil penelitian terhadap Formulir Permohonan 
Langganan Baru PDAM Kota Madiun terdapat 3 klausul yang termasuk dalam 
klausul eksonerasi yaitu: Pada angka 1 Formulir Permohonan Langganan Baru 
yang menyatakan “Jika kemudian hari timbul sengketa mengenai Hak Milik 
Tanah ataupun Bangunan hingga mengakibatkan pipa-pipa air dibongkar, maka 
hal ini diluar tanggung jawab PDAM Kota Madiun dan pemohon tidak dapat 
menuntut kerugian apapun.” 
Kemudian terdapat pada angka 2 Formulir Permohonan Langganan Baru 
yang menyatakan “Setuju dan tidak menggugat bila pipa saluran Distribusi dan 
pipa Dinas yang dipasang dan yang dibiayai pemohon setelah dipasang menjadi 
hak milik PDAM Kota Madiun dan PDAM Kota Madiun berhak memperluas 
maupun menghubungkan pemasangan baru pada saluran air tersebut”. 
Selain itu terdapat dalam angka 3 Formulir Permohonan Langganan Baru 
yang menyatakan “Jika kemudian hari terjadi perubahan jaringan pipa dalam 
persil yang tidak sesuai dengan gambar yang telah diizinkan maka instalasi pipa 
air minum dapat dicabut tanpa ganti rugi dalam bentuk apapun.” 
Berdasarkan konteks Hukum Islam, perjanjian baku adalah suatu 
perjanjian yang mengikat para pihak dan dianggap sah selama tidak melanggar 
ketentuan Syariah. Sedangkan dalam Formulir Permohonan Langganan Baru 
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PDAM Kota Madiun terdapat beberapa klausul yang mengandung klausul 
eksonerasi yaitu pada angka 1, angka 2 dan angka 3 Formulir Permohonan 
Langganan Baru. Untuk itu maka Klausul dalam angka 1, 2 dan 3 Formulir 
Permohonan Langganan Baru PDAM Kota Madiun dengan norma Islam yang 
ada adalah belum sesuai. 
 
4. PENUTUP 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menurut R.J.H. Engels, bentuk 
klausul eksonerasi yang terdapat pada Formulir Permohonan Langganan Baru 
PDAM Kota Madiun maka dapat disimpulkan : 
Isi perjanjian yang terdapat dalam Formulir Permohonan Langganan Baru 
dalam angka 2, angka 3 dan angka 1 belum sesuai dengan norma yang ada yaitu 
dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang Undang Perlindungan Konsumen karena 
isi perjanjian tersebut merupakan bentuk klausula eksonerasi yang menyatakan 
pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. 
Isi perjanjian yang terdapat dalam Formulir Permohonan Langganan Baru 
dalam angka 2 belum sesuai dengan norma yang ada yaitu dalam Pasal 1513 Kitab 
Undang Undang Hukum Perdata karena kewajiban yang disebutkan dalam angka 
2 Formulir Permohonan Langganan Baru tidak termasuk dalam kewajiban 
konsumen yang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata. 
Dalam angka 5 dan angka 6 Formulir Permohonan Langganan Baru adalah 
sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan norma yang ada dalam Pasal 1474 
Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Sedangkan dalam angka 7 dan angka 9 
Formulir Permohonan Langganan Baru juga sudah sesuai dan tidak bertentangan 
dengan norma yang ada yaitu dalam Pasal 1513 Kitab Undang Undang Hukum 
Perdata. 
Sedangkan isi perjanjian dalam angka 2 Fomulir Permohonan Langganan 
Baru adalah belum sesuai dengan norma yang ada yaitu dalam Pasal 18 ayat (1) 
huruf a Undang Undang Perlindungan Konsumen karena isi perjanjian tersebut 
merupakan bentuk klausula eksonerasi yang menyatakan pengalihan tanggung 
jawab pelaku usaha. Dalam angka 3 dan angka 1 Formulir Permohonan 
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Langganan Baru juga belum sesuai dengan norma yang ada yaitu dalam Pasal 4 
huruf h, Pasal 7 huruf g dan Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang Undang 
Perlindungan Konsumen karena dalam angka tersebut pelaku usaha melanggar 
kewajibannya. 
Isi perjanjian angka 5, angka 6, angka 7 dan angka 9 Formulir 
Permohonan Langganan Baru sudah sesuai dengan Pasal 5 huruf c Undang 
Undang Perlindungan Konsumen dan tidak bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) 
huruf a Undang Undang Perlindungan Konsumen. 
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